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Tujuan dari himpunan alumni ini adalah menumbuhkembangkan semangat 
keilmuan, keprofesian, dan modal sosial antar anggota, menyalurkan aspirasi 
anggota dalam mendayagunakan peranannya untuk mendorong percepatan 

keberimbangan dankemandirian pembangunan perdesaan, wilayah, dan nasional 
serta meningkatkan peran anggota untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan umum dan keadilan sosial. 
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Pengantar 
Rektor Institut Pertanian Bogor 

 

Penataan ruang merupakan hal mendasar untuk mewujudkan tata kelola 
pengembangan wilayah dan perdesaan yang lebih baik. Perencanaan 
pembangunan wilayah dan perdesaan menjadi basis untuk menentukan 
pemanfaatan wilayah dan perdesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. 
Perencanaan pembangunan wilayah yang holistik dapat mereduksi berbagai 
bentuk ketimpangan, sekaligus menjadi penentu keberlanjutan ekologis. Terlebih, 
berbagai isu global strategis kini juga perlu diakomodir dalam perencanaan 
pembangunan wilayah, seperti Revolusi Industri 4.0 dan Sutainable Development 
Goals (SDGs). 

Saat ini, dunia sedang diharapkan pada era keterbukaan informasi dan 
komunikasi. adalah waktu dimana kita disuguhi kemewahan dalam hal 
ketersediaan atau keberlimpahan informasi maupun gagasan mengenai berbagai 
hal ataupun isu yang lahir di masyarakat, dan terdistribusi dalam berbagai 
bentuk. Namun, sebagai masyarakat yang telah diberikan kesempatan ditempa 
di dunia akademik khususnya, kita perlu merenungkan apakah keberlimpahan 
atau kemewahan itu mencerminkan hal yang sama dalam lahirnya gagasan-
gagasan kreatif, konstruktif, dan terkonsolidasikan dengan baik.  

Hal di atas penting disampaikan karena salah satu misi yang diemban IPB 
adalah mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya 
unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, peningkatan kualitas kehidupan 
secara berkelanjutan. Konsolidasi sebagaimana yang telah diupayakan melalui 
penyusunan buku ini merupakan salah satu langkah strategis dalam transformasi 
tersebut.  

Saya menyambut baik terbitnya Buku “Perencanaan Pembangunan Wilayah dan 
Perdesaan Indonesia - Refleksi dan Gagasan ke Depan” yang disusun oleh Tim 
Himpunan Alumni Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB. 
Apresiasi juga kami sampaikan secara khusus atas inisiatif penyusunan buku ini 
sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan berbagai gagasan yang dilahirkan 
selama proses pendidikan dan pengajaran di IPB, khususnya di PWD-IPB. 
Semoga gagasan-gagasan yang aplikatif lainnya terus dikembangkan untuk 
menjawab permasalahan penataan ruang dalam pengembangan wilayah dan 
perdesaan. 

 

Bogor,   Agustus 2018 

Rektor, 

 

Dr. Arif Satria 
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PENGANTAR  
PRESIDIUM HAPWD IPB 2015-2018 

 

 

Assalaamu’alaikum wr. wb.  

Pertama-tama, kami merasa bersyukur dan menyambut gembira atas terbitnya Buku 
“Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Indonesia - Refleksi dan Gagasan 
ke Depan” yang disusun oleh Tim Himpunan Alumni PWD IPB. Kami pun merasa bangga 
dan bahagia karena telah menjadi bagian dari inisiatif penyusunan buku ini sebagai 
upaya untuk mengkonsolidasikan berbagai gagasan yang selama ini ada atau dilahirkan 
selama proses pendidikan dan pengajaran di PWD-IPB.  

HAPWD hakekatnya merupakan bagian integral dari almamater IPB sebagai wadah 
untuk menampung aspirasi alumni dalam mengejawantahkan pengabdian ilmunya 
kepada pemerintah, dunia usaha dan rakyat Indonesia, khususnya melalui penerapan 
ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan berdasarkan prinsip-prinsip 
Tridharma Perguruan Tinggi.  

Melalui buku ini, kami ingin mengingatkan kita semua bahwa saat ini adalah waktu yang 
tepat bagi kita untuk menyingsingkan ‘lengan baju’ menyambut panggilan daerah dan 
desa yang rindu akan kehadiran kita. Seperti yang telah kita ketahui bersama, desa 
memiliki ragam potensi yang sangat banyak, sumber daya manusia dan alam yang 
melimpah, dan modal sosial yang sangat kuat. Sungguh sangat disayangkan jika semua 
potensi tersebut tidak bisa kita daya gunakan dengan baik. 

Untuk itu, ayo kita bersama-sama membangun desa dan daerah-daerah tertinggal agar 
bisa bangkit dan mengejar ketertinggalannya. Melalui ilmu yang telah kita dapat, ayo kita 
bina mereka, maksimalkan potensinya, gelorakan semangatnya, dan sejahterakan 
hidupnya. Insya Allah kiprah ini tidak akan sia-sia dan akan senantiasa berguna bagi 
kemajuan negara dan bangsa. 

Semoga dengan kehadiran buku ini, asa dan semangat untuk membangun negeri ini 
akan terus bergelora dan menginisiasi lahirnya banyak karya inovatif bangsa. Selain itu, 
kami juga berharap dengan hadirnya buku ini, akan menjadi pemicu terbitnya buku-buku 
selanjutnya dari civitas akademika PWD IPB. Ingat, perjuangan kita baru dimulai dan 
tidak akan pernah selesai. Ayo tetap jaga semangat dan kebersamaan dalam 
melanjutkan upaya ini.      

Semoga upaya kita bersama ini mendapatkan ridha dari Allah SWT. 

 

Wassalaamu alaikum wr. wb. 

 

Presidium, 

Dr. Ir. M.Jafar Hafsah,  
Dr. Ir. Harry Santoso dan 
Dr. Hery Margono, S.E., M.M. 
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PENGANTAR PENYUNTING 
 

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadapan Allah SWT atas 
terselesaikannya suntingan berbagai tulisan dan karya ilmiah peminat ilmu dan kebijakan 
Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Perdesaan ini. Buku suntingan berjudul 
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Indonesia: Refleksi dan 
Gagasan ke Depan ini merupakan kompilasi dari berbagai pandangan para pembina, 
pakar, dosen dan alumnus dan mahasiswa yang berkenaan dengan program studi PWD 
Institut Pertanian Bogor. Kompilasi berupa buku ini, selain berisi substansi aspek-aspek 
yang terkait dengan ilmu perencanaan dan kebijakan pengembangan wilayah, 
diharapkan dapat menjadi penambah semangat dan semarak perhelatan Musyawarah 
Nasional Himpunan Alumni PWD-IPB pada akhir Agustus 2018 ini. 

 Pada awalnya, penyunting merasakan kesulitan dalam menyusun, merangkum, 
mengkompilasi dan menyajikan berbagai tulisan yang sebahagian besar merupakan 
review dari karya tulis para alumni PWD-IPB di berbagai angkatan. Selain karena 
terbatasnya sumber naskah yang diperoleh, sulitnya merajut berbagai topik dan tema, 
juga dihadapkan pada terbatasnya waktu dalam menyunting tulisan. Dua kendala 
tersebut diatasi dengan pertama, menyunting ulang beberapa tulisan dan bahan-bahan 
para guru dan senior PWD-IPB ke dalam tema dan topik tertentu, dan kedua, sejauh 
mungkin mengelompokkan tulisan-tulisan dalam rumpun pembahasan yang sekiranya 
membahas aspek-aspek tertentu dari pengembangan wilayah dan perdesaan. 

 Terkait pada aspek pertama diawali artikel oleh Prof. Dr. Akhmad Fauzi (Kaprodi 
PWD saat ini) tentang creative destruction, econocracy, dan polycromatic yang 
memberikan pemahaman tantangan kompleksitas sistem ekonomi di zaman revolusi 
industri 4.0 sehingga keilmuan PWD harus melakukan reposisi, harus berubah ke arah 
yang lebih baik sesuai prinsip evolutionary karena alam tidak melakukan lompatan 
mendadak (natura non fact saltum). Oleh karena itu selanjutnya penyunting mencoba 
merangkum dan mengkompilasi berbagai pemikiran, tulisan, artikel dan bahan-bahan 
perkuliahan PWD dan yang selama ini diperoleh dari para senior. Sebenarnya 
penyunting meyakini banyak sumber-sumber pemikiran dan naskah dari para senior, 
akan tetapi pada kesempatan ini hanya mampu merangkum tulisan Prof. Dr. Affendi 
Anwar yang telah membina sejak awal berdirinya prodi PWD-IPB serta rangkuman buah 
fikiran almarhum Dr Sunsun Saefulhakim sebagai salah satu senior. Diyakini, pada masa 
setelah ini, akan dapat ditampilkan rangkuman pemikiran dan tulisan para guru dan 
senior lainnya, untuk menjadi pengingat dan pembelajaran bagi mahasiswa PWD-IPB di 
masa mendatang. 

 Upaya mengelompokkan berbagai naskah tulisan dalam rumpun pembahasan 
yang “senafas” bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Dalam konteks ini, 
penyunting menetapkan untuk  membagi buku ini menjadi 6 (enam) bagian, yaitu : 

(1) Bagian Pertama, yang mengelompokkan berbagai pandangan keilmuan, kerangka 
berfikir dan pendekatan analisis terkait ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan 
perdesaan. Sebagai bagian awal dari buku, diharapkan beberapa topik dapat 
mengantarkan kita untuk lebih mendalami hakekat dan urgensi dari ilmu 
perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan.   

(2) Bagian Kedua, mengelompokkan berbagai topik berkenaan dengan pembahasan 
sumberdaya wilayah. Pada bagian ini dihimpun topik-topik terkait menghimpun 
berbagai tulisan yang secara subtansi mengangkat topik-topik yang kewilayahan 
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seperti wilayah DAS, pantai, hutan, situ/danau, pertanian dan kelautan, hingga 
aspek-aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 

(3) Bagian Ketiga, berisi tulisan-tulisan dalam rumpun pembahasan aspek-aspek 
perencanaan dan tatakelola (governance). Pembahasan pada bagian ini relatif luas 
rentangnya, sehingga kita dapat menjumpai topik-topik tatakelola dari berbagai 
sudut substansi, berkenaan dengan aspek-aspek distriusi, keadilan, pemerataan dan 
keberlanjutan wilayah. 

(4) Bagian Keempat, mengelompokkan berbagai topik berkenaan dengan sumber-
sumber pertumbuhan dan pembangunan wilayah dari aspek-aspek inovasi dan 
teknologi. Berbagai topik berkenaan dengan inovasi dan teknologi dibahas terutama 
dalam konteks informasi teknologi, perbankan hingga inovasi dalam bidang 
pertanian.  

(5) Bagian Kelima, menghimpun berbagai topik berkenaan dengan pembangunan 
wilayah perdesaan. Romantika pembangunan wilayah perdesaan yang dibahas dari 
berbagai sudut pandang bahasan merupakan topik-topik yang sangat menarik, 
mengingat perdesaan adalah wilayah terpenting dimana kesejahteraan wilayah dan 
masyarakatnya seringkali menjadi isyu sentral dalam pembangunan. Beberapa topik 
menarik misalnya pembahasan pembangunan perdesaan dikaitkan dengan isyu 
redistribusi lahan, membangun dari pinggiran sampai peningkatan kapasitas 
ekonomi lokal perdesaan. 

(6) Bagian Keenam, menghimpun topik-topik berkenaan dengan kelembagaan dan 
modal sosial. Dalam bagian ini dibahas aspek-aspek penting terkait institutional 
building dan social capital seperti kelembagaan korupsi, kelembagaan pangan, 
modal sosial dan kemiskinan.  

Upaya maksimal untuk mengelompokkan berbagai topik telah dilakukan, akan 
tetapi diyakini masih tetap melekat berbagai keterbatasan. Ini sebagai konsekuensi 
bahwa pembahasan isyu-isyu dan aspek-aspek berkenaan dengan perencanaan 
pengembangan wilayah dan perdesaan sangatlah luas dan penting dalam 
pembangunan. 

Sebagai bagian dari warga PWD-IPB, penyunting berharap di kemudian hari 
akan dapat dikonstruksikan karya-karya pemikiran, gagasan dan pengembangan ilmu 
serta kebijakan pembangunan wilayah dari generasi PWD-IPB mendatang. Ini sangat 
penting agar senantiasa dapat melukis warna baru bagi pengembangan PWD-IPB yang 
lebih baik, lebih bermakna dan bermanfaat bagi ilmu dan masyarakat.  PWD-IPB ibarat 
salah satu “kawah candradimuka” dalam membentuk kader-kader tehnokrat dalam 
perencanaan pengembangan wilayah dan perdesaan di masyarakat, sehingga sudah 
seharusnya untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya baik sebagai ilmuwan 
maupun pekerja di masyarakat.  

Akhirnya, penyunting menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada 
segenap civitas akademika PWD-IPB yang telah menyumbangkan artikelnya, sehingga 
terwujud buku suntingan ini. Meskipun demikian, penyunting menyadari dan meyakini 
bahwa pasti terdapat berbagai kekeliruan dan keterbatasan dalam buku ini. Untuk ini, 
terbuka kritik konstruktif bagi penyempurnaan di masa mendatang. 

 

Bogor, Agustus 2018 

Penyunting.  
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Kinerja Pasar Tenaga Kerja Pra Dan Pasca Era Otonomi Daerah Dan 

Implikasinya Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Bogor 
 

Tatan Sukwika 
 

 

Pendahuluan 
 

Secara makro, krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia membawa 

dampak luas terhadap Kabupaten Bogor, terutama pada permintaan dan penawaran 

agregat. Dampak pada penawaran agregat dapat dilihat pada pasar tenaga kerja. Pada 

pasar tenaga kerja, dampak tersebut antara lain: (a) jumlah dan persentase tenaga kerja 

di sektor industri dan jasa yang menurun, (b) tingkat pengangguran penuh dan 

setengah pengangguran yang meningkat, dan (c) tingkat ketergantungan pada sektor 

informal yang semakin besar. Keseluruhan dampak ini mencerminkan kelesuan pasar 

tenaga kerja di Kabupaten Bogor, yang pada gilirannya menyebabkan cenderung 

menurunnya pendapatan para pekerja. 

Tidak lama setelah berlangsungnya krisis ekonomi (1997/1998), Pemerintah 

menerapkan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2001. Kebijakan 

ini secara signifikan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, dan 

desentralisasi fiskal pun mampu memperbaiki kualitas pelayanan umum, sasaran 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Riyanto & Siregar 2005; Yon 2010; 

Sembiring 2011; Fahmi 2014; Gadenne & Singhal 2014).  

Secara teoretis, peningkatan kapasitas fiskal daerah memungkinkan Pemerintah 

Daerah (Pemda) untuk mengatasi kelesuan pasar tenaga kerja, misalnya melalui 

proyek-proyek yang bersifat padat karya dan aktivitas-aktivitas yang mendorong 

pengembangan usaha mikro dan kecil termasuk usahatani. Namun secara aktual, 

apakah kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bogor telah dapat mengatasi 

kelesuan pasar tenaga kerja tersebut?. Penelitian ini secara umum bertujuan mencari 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan riset di atas. Tujuan penelitian ini adalah (1) 

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pasar tenaga kerja di Kabupaten 

Bogor, yang antara lain meliputi angkatankerja, penyerapan tenaga kerja, 

pengangguran, produktivitas tenaga kerja dan upah. (2) Mengkaji keterkaitan antar 

variabel-variabel ketenaga kerjaan tersebut pada butir 1 dan antar variabel-variabel 

tersebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). (3) Merumuskan implikasi 

kebijakan dari hasil analisis, terutama terhadap sektor pertanian. 

 

 

Tinjauan Teoritis 
 

Untuk mengulas pasar tenaga kerja, perlu dikaji berbagai variabel yang 

berkenaan dengan pasar tenaga kerja. Di antara variabel tersebut ialah angkatankerja, 

penyerapan tenaga kerja, pengangguran, produktivitas dan upah. Faktor-faktor apakah 

yang secara signifikan mempengaruhi variabel-variabel ketenaga kerjaan di Kabupaten 

Bogor? Adakah perbedaan yang signifikan pada keragaan variabel-variabel ketenaga 

kerjaan tersebut sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah? 

Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan 

pasar tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk pasar 

tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik (skilleds) 

pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik 

(unskilleds). Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan 

penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari 

segi waktu, supply tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan 

pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas supply tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil 

daripada elastisitas supply tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian 

lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja 

terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga pendekatan perbedaan tersebut 

telah dipertegas kembali oleh Hasmath (2012) dalam bukunya “The ethnic penalty: 

immigration, education and the labour market”, dan analisis Keenan (2014) melalui 

penelitiannya “Immigration restrictions and labor market skills“. 

Supply atau penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat 
upah dengan jumlah tenaga kerja. Seperti halnya penawaran, demand atau permintaan 
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tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Motif 
perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang 
atau jasa yang akan dijual kepada konsumennya. Besaran permintaan perusahaan 
terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang 
yang diproduksi perusahaan itu. Oleh karenanya, permintaan terhadap tenaga kerja 
merupakan permintaan turunan (derived demand). 

Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi yang 

merupakan fungsi dari tenaga kerja (L) dan modal (K), sebagai berikut: 

 
TP = f(L, K) 

 

dimana:TP  = Produksi total (output)  

L  = Tenaga kerja 

K = Modal 
 

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk 

oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. 

 
 

Gambar 1. Keseimbangan di Pasar Tenaga Kerja 

Sumber : Nicholson (1998). 

 

Gambar 1 memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada 
saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu (di pasar tenaga kerja, SL) 
sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah 
ekuilibrium (W0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W2) penawaran tenaga kerja 

melebihi permintaan tenaga kerja, sehingga persaingan di antara individu dalam rangka 
memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat 
ke titik ekuilibrium (W0). Sebaliknya, pada tingkat upah yang lebih rendah (W1) jumlah 

total tenaga kerja yang diminta oleh para produsen melebihi kuantitas penawaran yang 
ada, sehingga terjadi persaingan di antara para perusahaan atau produsen dalam 
memperebutkan tenaga kerja. Hal ini akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati 
atau tepat ke titik ekuilibrium. 

Pada titik W0 jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu horisontal 

adalah sebesar L0. Secara definitif, pada titik L0 inilah tercipta kesempatan kerja atau 

penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employment). Artinya pada tingkat upah 
ekuilibrium tersebut semua orang yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh 
pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak akan terdapat pengangguran, kecuali 
pengangguran secara sukarela. 

 

 

Kerangka Pemikiran Hipotesis dan Metode Analisis  
 

Berdasarkan teori, studi literatur, dan kerangka logika yang dapat digunakan, 

sebenarnya banyak variabel yang dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja. Namun 

beberapa di antaranya ialah kebijakan (yang menyangkut pengupahan berwujud upah 

minimum regional, sedangkan lainnya ialah otonomi daerah), dayatarik investasi, tingkat 

pengangguran yang variatif, dan produktifitas. Secara grafis, kerangka pikir analisis 

pasarkerja di Kabupaten Bogor disajikan pada Gambar 2. Pada gambar tersebut dapat 

dilihat hubungan antar satu dan lain variabel. 
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Gambar 2. Kerangka Pikir Analisis Pasar Kerja di Kabupaten Bogor 
 

Pengejawantahan hubungan antar variabel tersebut dalam bentuk model ekonometrika 
secara grafis disajikan pada Gambar 3.1 Pada gambar ini secara spesifik ditunjukkan 
mana variabel yang bersifat endogenus dan mana yang eksogenus. Demikian pula 
dengan arah pengaruhnya.2 

Hipotesis-hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai berikut. 

1. Kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bogor mendorong pertumbuhan ekonomi 

(peningkatan PDRB), dan pada gilirannya meningkatkan keragaan pasar tenaga 

kerja. Berikut ini adalah keragaan beberapa variabel ketenaga kerjaan dimaksud: 

pengangguran menjadi lebih rendah, angkatan kerja dan tenaga kerja 

(kesempatan kerja) menjadi lebih banyak, serta produktivitas tenaga kerja 

meningkat. Kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bogor mendorong lebih 

berkembangnya produktivitas tenaga kerja sektor industri dan jasa dibandingkan 

produktivitas tenaga kerja pertanian. 

2. Relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dibandingkan 

dengan sektor lainnya terwujud dalam bentuk relatif banyaknya jumlah tenaga 

kerja maupun angkatan kerja yang berada di sektor pertanian. Kondisi ini pada 

gilirannya menyebabkan rendahnya keinginan petani dan investor di sektor 

pertanian untuk menyerap tenaga kerja terdidik. 

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data panel atau pooled time 
series–crossection. Model yang digunakan untuk analisis adalah sistem persamaan 
simultan dan setiap persamaannya bersifat teridentifikasi berlebih (over identified), 
sehingga teknik pendugaan parameter yang tepat untuk digunakan ialah metode Two 
Stage Least Squares (2 SLS) untuk data panel (Baltagi 1995). 

 
 

Hasil Estimasi secara Umum 
 

Hasil pendugaan model memberikan nilai koefisien determinasi (R2) pada 

masing- masing persamaan yang cukup besar, yaitu antara 0.51 hingga 0.99 dan 

sebagian besar diantaranya adalah 0.8 atau lebih3. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel-variabel penjelas di dalam model dapat menjelaskan variasi setiap variabel 

endogen secara relatif baik (Lampiran Tabel 1). Pada semua persamaan, variabel-

variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel endogen, 

yang ditunjukkan oleh nilai statistik F berkisar antara 14.57 hingga 8.42E+25. Selain itu, 

variabel endogen di dalam persamaan dipengaruhi secara nyata oleh sebagian besar 

variabel-variabel penjelas secara individu pada taraf nyata (α) 0.05, 0.10, 0.15, dan 

 
1 Keterangan setiap simbol variabel disajikan pada Lampiran 1. 
2 Dalam makalah ini, ulasan difokuskan kepada aspek ketenagakerjaan, sedangkan aspek migrasi tidak diulas. 
3 Hasil uji statistik DW dan Durbin-h menunjukkan bahwa terdapat masalah auto-correlation pada beberapa persamaan.  
Namun,  sebagaimana  dikemukakan  Pindyck  dan  Rubienfeld  (1991),  auto-correlation  hanyamempengaruhi efisiensi 
pendugaan, sedangkan dugaan parameternya tetap tidak bias. 
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0.20. Tanda dugaan parameter dalam setiap persamaan struktural pada umumnya 

sesuai dengan harapan (berdasarkan teori ataupun logika ekonomi). Berdasarkan hal 

ini dan uraian pada alinea di atas, dapat disimpulkan bahwa model cukup memadai 

untuk digunakan menganalisis pasar tenaga kerja di Kabupaten Bogor. 

 

 

Dugaan Parameter Persamaan Struktural Angkatan Kerja 
 

Hasil pendugaan parameter persamaan angkatan kerja memberikan nilai 
koefisien determinasi sebesar 0.68 untuk yang terdidik, dan 0.87 untuk yang tidak 
terdidik. Hal ini berarti variasi variabel-variabel penjelas di dalam tiap persamaan 
tersebut dapat menjelaskan variasi variabel angkatankerja terdidik dan tidak terdidik 
masing-masing 68 persen dan 87 persen. 

Hasil pendugaan persamaan angkatankerja terdidik menunjukkan bahwa 
angkatan kerja Terdidik secara nyata dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia produktif, 
upah, dan otonomi daerah.4 Kecuali dummy otonomi daerah, variabel-variabel penjelas 
tersebut berkorelasi positif dengan angkatankerja terdidik. Elastisitas jangka pendek dan 
jangka panjang upah masing-masing 1.58 dan 2.73 menunjukkan bahwa respons 
angkatankerja terdidik terhadap upah relatif tinggi (elastis). Koefisien regresi dummy 
otonomi daerah yang negatif menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan 
otonomi daerah, jumlah angkatankerja terdidik cenderung menjadi lebih rendah. 

Hasil pendugaan persamaan angkatankerja tidak terdidik menunjukkan bahwa 
angkatankerja tidak terdidik secara nyata dipengaruhi oleh jumlah migrasi ke dalam 
dan ke luar Bogor, jumlah penduduk usia non-produktif, upah, dan otonomi daerah. 
Kecuali migrasi ke luar Bogor, variabel-variabel penjelas ini berkorelasi positif dengan 
angkatankerja tidak terdidik. Elastisitas jangka pendek dan jangka panjang upah masing-
masing 1.568 dan 1.572 menunjukkan bahwa respons angkatankerja tidak terdidik 
terhadap upah juga relatif tinggi (elastis), namun tidak setinggi angkatankerja terdidik 
terutama dalam jangka panjang. Koefisien regresi dummy otonomi daerah yang positif 
menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah, jumlah angkatan 
kerja tidak terdidik cenderung menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil dugaan ini dan hasil 
dugaan yang sama pada persamaan angkatankerja terdidik, dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan otonomi daerah cenderung mendorong terciptanya lebih banyak angkatankerja 
tidak terdidik dibandingkan dengan yang terdidik. 
 

 

Kesempatan (Penyerapan) Tenaga kerja 
 

Hasil pendugaan parameter persamaan kesempatan kerja didisagregasi 

berdasarkan tingkat pendidikan dan sektoral (industri, pertanian, dan jasa). Nilai 

koefisien determinasi kesempatan kerja pada masing-masing persamaan berkisar antara 

0.74 hingga 0.98. Variabel endogen pada tiap persamaan kesempatan kerja dipengaruhi 

secara nyata oleh variabel- variabel penjelasnya masing-masing. 

Pada persamaan kesempatan kerja terdidik di sektor industri, variabel penjelas 

yang berpengaruh nyata hanyalah PDRB sektor industri, dan bersifat elastis. Sejalan 

dengan Federman & Levine (2005) dan Keenan (2014), kedua menemukan keelastisan 

tenaga kerka terdidik di sektor industri. Sedangkan pada persamaan kesempatan kerja 

tidak terdidik di sektor industri, variabel penjelas yang berpengaruh nyata adalah 

investasi di sektor industri, PDRB sektor industri, dan pendapatan rumahtangga. Hasil-

hasil pendugaan ini menunjukkan bahwa di sektor industri, investasi cenderung 

berpengaruh lebih nyata dalam menyerap tenaga kerja tidak terdidik dibandingkan 

dengan tenaga kerja terdidik. 

Di sektor pertanian, kecenderungan tersebut juga terjadi. Elastisitas jangka 
pendek dan jangka panjang investasi terhadap penyerapan tenaga kerja tidak terdidik 

jauh lebih besar dibandingkan pada tenaga kerja terdidik. Hal yang sama juga terjadi di 

sektor jasa. Akan halnya dummy otonomi daerah, koefisien regresinya—yang bersifat 

tidak nyata pada persamaan kesempatan kerja (terdidik maupun tidak) di sektor 

industri—ternyata bersifat nyata pada persamaan kesempatan kerja di sektor pertanian 

(khususnya yang tidak terdidik) dan di sektor jasa.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan otonomi 
daerah condong mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak di sektor 

 
4 Penelaahan signifikansi koefisien regresi pada makalah ini difokuskan pada setiap koefisien regresi, kecuali koefisien 
regresi lag variabel dependen dan intersep
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pertanian dan jasa. Konsekuensi hal ini adalah produktivitas tenaga kerja di dua 

sektor ini cenderung akan lebih kecil setelah diterapkannya otonomi daerah, 

sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan produktivitas sektoral berikut ini. 

 

 

Produktivitas Tenaga kerja 
 

Hasil pendugaan parameter persamaan produktivitas tenaga kerja yang 
didisagregasi berdasarkan sektoral mendapatkan nilai koefisien determinasi yang 
berkisar antara 0.73 hingga 0.94. Variabel endogen pada tiap persamaan kesempatan 
kerja dipengaruhi secara nyata oleh variabel-variabel penjelasnya masing-masing. 

Pada persamaan produktivitas tenaga kerja di sektor industri, variabel penjelas 
yang berpengaruh nyata adalah PDRB sektor industri dan dummy otonomi daerah. 
Sedangkan pada persamaan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, variabel 
penjelas yang berpengaruh nyata ialah upah, PDRB sektor pertanian, dan dummy 
otonomi daerah. Sama halnya dengan di sektor pertanian, produktivitas tenaga kerja di 
sektor jasa dipengaruhi secara signifikan oleh upah, PDRB sektor jasa, dan dummy 
otonomi daerah. Sejalan dengan hasil penelitian Safitri (2002) dimana menyebutkan 
bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

Hasil pendugaan parameter tersebut di atas menunjukkan bahwa di setiap sektor, 
kebijakan otonomi daerah berpengaruh nyata terhadap produktivitas tenaga kerja. Akan 
tetapi pengaruh tersebut negatif untuk sektor pertanian dan sektor jasa, serta positif untuk 
sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam hal produktivitas tenaga kerja, 
kebijakan otonomi daerah biased in favour terhadap sektor industri (against terhadap 
sektor pertanian dan jasa). 

PDRB sektoral berpengaruh nyata terhadap produktivitas di setiap sektoral. Arah 
pengaruh tersebut adalah positif dan bersifat elastis. Sedangkan upah hanya berpengaruh 
nyata pada persamaan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor jasa. Arah 
pengaruh tersebut adalah positif dan bersifat elastis. Baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang, nilai elastisitas tersebut lebih besar pada sektor pertanian dibandingkan 
pada sektor jasa. Ini menunjukkan relatif responsifnya produktivitas tenaga kerja 
pertanian terhadap perubahan tingkat upah. Dengan kata lain, peningkatan upah pada 
sektor ini cenderung akan mendorong pekerjanya untuk meningkatkan produktivitasnya. 
Kemungkinan hal ini disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat upah di sektor 
pertanian. 

 
 

Pengangguran 
 

Hasil pendugaan parameter persamaan pengangguran yang didisagregasi 
berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang 
diperoleh adalah 0.99 untuk persamaan pengangguran terdidik dan 0.68 untuk 
persamaan pengangguran tidak terdidik. 

Pada persamaan pengangguran terdidik, variabel penjelas yang berpengaruh 
nyata ialah angkatankerja terdidik, jumlah penyerapan tenaga kerja terdidik, dan 
dummy otonomi daerah. Hal yang mirip juga terjadi pada persamaan pengangguran 
terdidik, yang secara signifikan dipengaruhi oleh angkatankerja tidak terdidik, jumlah 
penyerapan tenaga kerja tidak terdidik, dan dummy otonomi daerah. Jumlah 
penyerapan tenaga kerja di kedua persamaan tersebut berpengaruh negatif terhadap 
jumlah pengangguran; sifatnya elastis pada persamaan pengangguran terdidik dan 
inelastis pada persamaan pengangguran tidak terdidik. Sifat yang inelastis ini 
menunjukkan kelembaman (inertia) jumlah pengangguran tidak terdidik. Hasil penelitian 
Sari (2013) menunjukan bahwa pengangguran terdidik sangat dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan upah tidak berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap pengangguran terdidik. 

Arah pengaruh dummy otonomi daerah terhadap pengangguran terdidik maupun 
tidak terdidik adalah positif, menunjukkan bahwa setelah diterapkannya otonomi daerah 
jumlah pengangguran cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi. Nilai 
koefisien regresi dummy otonomi pada persamaan pengangguran tidak terdidik lebih 
besar dibandingkan dengan persamaan pengangguran terdidik, menunjukkan bahwa 
tambahan pengangguran lebih banyak menimpa eks pekerja tidak terdidik. 
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Upah 
 

Hasil pendugaan parameter persamaan upah riil yang didisagregasi berdasarkan 
sektoral, memberikan nilai koefisien determinasi pada masing-masing persamaan 
berkisar antara 0.53 hingga 0.999. Upah minimum regional (UMR) berpengaruh nyata 
dengan arah positif terhadap setiap upah sektoral. Namun semuanya bersifat inelastis, 
menandakan bahwa kebijakan Pemerintah menaikkan UMR hanya akan ditransmisikan 
9 persen hingga 34 persen saja (jangka pendek) terhadap upah riil sektoral. 

Otonomi daerah hanya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 
tingkat upah di sektor industri dan sektor pertanian. Tingkat upah di kedua sektor ini 
hanya dipengaruhi secara signifikan oleh kedua variabel penjelas ini (dummy otonomi 
daerah dan UMR). Faktor lain, termasuk PDRB sektoral, produktivitas sektoral, dan 
penyerapan tenaga kerja sektoral, hanya berpengaruh nyata terhadap tingkat upah di 
sektor jasa. Dengan demikian, hubungan dua-arah antara upah dan produktivitas 
hanya berlangsung di sektor jasa. Sedangkan di sektor pertanian dan sektor industri, 
hubungan yang terjadi hanya searah, yaitu upah mempengaruhi produktivitas.  

Hubungan searah upah sektor pertanian dan sektor industri terhadap produktivitas 
seperti halnya di atas ditemukan oleh Mahyuddin & Zain (2010), dan hasil lain 
penelitiannya menyebutkan upah sektor pertanian lebih elastis dibandingkan di sektor 
industri. Pada hasil penelitian Djiuta (2011) masih terdapat kecenderungan serupa 
dengan hasil penelitian di atas yaitu peningkatan upah berpengaruh signifikan terhadap 
meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor industri. Tambunsaribu (2013) 
menemukan arah koefisen regresi positif dari upah riil dan pertumbuhan ekonomi yang 
menunjukkan meningkatnya variable tersebut dapat menyebabkan peningkatan 
penyerapan tenaga kerja. 
 
 

Produk Domestik Regional Bruto 
 

Persamaan PDRB didisagregasi secara sektoral. Hasil pendugaan parameter 
persamaan pendapatan regional (PDRB) sektoral memberikan nilai koefisien determinasi 
(R2) yang berkisar antara 0.76 sampai 0.94. Semua variabel penjelas berpengaruh nyata 
terhadap PDRB sektoral (di setiap persamaan PDRB sektoral). Serapan (penggunaan) 
tenaga kerja sektoral dan produktivitas tenaga kerja sektoral masing-masing 
berpengaruh positif terhadap PDRB sektoral. Namun, pengaruh penyerapan serta 
produktivitas tenaga kerja sektoral terhadap PDRB sektoral, bersifat inelastis. 

Berkebalikan dengan pengaruh otonomi daerah terhadap produktivitas tenaga 
kerja sektoral, pengaruh otonomi daerah terhadap PDRB sektoral ternyata in favour 
terhadap sektor pertanian dan sektor jasa. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Kebijakan otonomi daerah meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian 
dan sektor jasa. Di sektor industri, penyerapan tersebut menurun, sedangkan yang 
meningkat adalah produktivitasnya. Kemungkinan, secara absolut, dampak otonomi 
daerah terhadap penyerapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan terhadap 
produktivitas. Akibatnya dampak otonomi daerah terhadap PDRB relatif lebih besar di 
sektor pertanian dan sektor jasa dibandingkan dengan di sektor industri. 
 
 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
 
Kesimpulan 
 
1. Keragaan pasar tenaga kerja digambarkan dengan lima variabel yaitu 

angkatankerja, kesempatan atau penyerapan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, 
pengangguran, dan upah (riil). Berkenaan dengan butir 1 tujuan penelitian, dapat 
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 
a) Angkatankerja terdidik dipengaruhi secara signifikan oleh penduduk usia 

produktif, upah, dan kebijakan otonomi daerah. Sedangkan angkatankerja tidak 
terdidik dipengaruhi secara nyata oleh migrasi dari dan ke Kabupaten Bogor, 
penduduk usia non-produktif, upah, dan kebijakan otonomi daerah. 

b) Penyerapan tenaga kerja terdidik di sektor industri dipengaruhi secara signifikan 
oleh PDRB sektor industri. Di sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja terdidik 
dipengaruhi secara signifikan oleh investasi sektor pertanian dan pengangguran 
terdidik. Sedangkan di sektor jasa, penyerapan tenaga kerja terdidik dipengaruhi 
secara nyata oleh upah, investasi, dan PDRB sektor jasa, pengangguran terdidik 
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dan kebijakan otonomi daerah. Penyerapan tenaga kerja tidak terdidik di sektor 
industri dipengaruhi secara nyata oleh investasi dan PDRB sektor industri, serta 
pendapatan rumahtangga. Penyerapan tenaga kerja tidak terdidik di sektor 
pertanian dipengaruhi secara nyata oleh upah, investasi, dan PDRB sektor 
pertanian, serta kebijakan otonomi daerah. Sedangkan di sektor jasa, 
penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dipengaruhi secara signifikan oleh upah, 
investasi dan PDRB sektor jasa, pengangguran tidak terdidik, pendapatan 
rumahtangga, serta kebijakan otonomi daerah. 

c) Produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dipengaruhi secara nyata oleh PDRB 
sektoralnya masing-masing serta kebijakan otonomi daerah. Khusus di sektor 
pertanian dan jasa, produktivitas tenaga kerja juga dipengaruhi secara signifikan 
oleh tingkat upah. 

d) Pengangguran (terdidik dan tidak terdidik) dipengaruhi secara nyata oleh Angkatan 
kerja (terdidik dan tidak terdidik), penyerapan tenaga kerja (terdidik dan tidak 
terdidik), dan kebijakan otonomi daerah. Terdapat kecenderungan bahwa 
pengangguran tidak terdidik bersifat inert. 

e) Upah tenaga kerja di tiap sektor dipengaruhi oleh UMR. Disektor industri dan 
pertanian, upah juga dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan otonomi 
daerah. Produktivitas tenaga kerja, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja sektoral 
hanya berpengaruh nyata terhadap upah di sektor jasa. 

2. Berkenaan dengan butir 2 dari tujuan penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan 
sebagai berikut. 
a) Di antara variabel-variabel ketenaga kerjaan tersebut, terdapat keterkaitan atau 

hubungan (positif) dua arah antara produktivitas dan upah. Namun ini hanya 
terjadi di sektor jasa. Di sektor pertanian dan sektor industri, hubungan 
tersebut bersifat satu arah, yaitu upah mempengaruhi secara signifikan 
produktivitas tenaga kerja. 

b) Di antara variabel-variabel ketenaga kerjaan tersebut, yang berpengaruh nyata 
terhadap PDRB sektoral ialah penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga 
kerja sektoral. Diperkirakan dampak absolut penyerapan tenaga kerja sektoral 
terhadap PDRB sektoral lebih besar dibandingkan dengan dampak produktivitas 
sektoral terhadap PDRB sektoral. PDRB sektoral sebaliknya juga secara nyata 
mempengaruhi berbagai variabel ketenaga kerjaan. 

 
 

Implikasi Kebijakan terhadap Sektor Pertanian 
 

Subbab ini merupakan jawaban untuk tujuan ketiga. Indikator yang biasa 
digunakan untuk menggambarkan besaran suatu sektor ialah PDRB sektor tersebut. 
Variabel ketenaga kerjaan yang mempengaruhi PDRB sektor pertanian secara signifikan 
ialah produktivitas tenaga kerja pertanian dan jumlah penyerapan tenaga kerja pertanian. 
Sebaliknya, PDRB pertanian juga berpengaruh secara nyata terhadap produktivitas 
tenaga kerja pertanian. Adapun penyerapan tenaga kerja pertanian (baik yang terdidik 
maupun tidak terdidik) dipengaruhi secara signifikan oleh investasi di sektor pertanian. 
Dengan demikian, bila peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Bogor 
hendak dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor 
perlu memacu investasi ke sektor tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi 
hambatan-hambatan birokrasi, memberikan kepastian hukum antara lain berupa 
penghormatan terhadap kontrak usaha, serta memberikan insentif fiskal antara lain 
berupa pengurangan pajak/pungutan resmi sehingga Kabupaten Bogor lebih kompetitif 
sebagai tempat berinvestasi dibandingkan daerah lain. 

Dalam kaitannya dengan temuan lebih elastisnya dampak investasi pertanian 
terhadap penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dibandingkan yang terdidik, ada 
beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah. Pendidikan formal kejuruan serta 
informal/nonformal berupa kursus-kursus keterampilan teknik budidaya, teknik 
pengolahan hasil, pemasaran hasil, serta pengelolaan keuangan perlu diberikan kepada 
para petani. Dengan semakin terdidiknya petani, produktivitasnya serta produktivitas 
keseluruhan sektor pertanian akan meningkat. Pada gilirannya, pendapatan yang 
diperoleh petani serta PDRB pertanian juga akan meningkat. 

Tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan formal serta keterampilan/ 
penyuluhan ini seyogianya tidak lagi bergantung kepada Pemerintah Pusat. Dana 
perimbangan yang diperoleh, seiring dengan telah diterapkannya kebijakan otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal, harus dialokasikan dalam jumlah memadai untuk 
aktivitas tersebut. Hasil empiris dari pendugaan model di atas menunjukkan 
besar/signifikannya potensi kebijakan otonomi daerah dalam mempengaruhi variabel 



244 | PWD – REFLEKSI & GAGASAN 
 

ketenaga kerjaan dan PDRB. Komitmen, kesungguhan, dan kerjakeras Pemerintah 
diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut. Bilamana memungkinkan, upaya-upaya 
melibatkan masyarakat, civil society (termasuk Perguruan Tinggi seperti IPB), dan swasta 
diperkirakan akan dapat mendukung upaya peningkatan sumberdaya manusia pertanian 
Kabupaten Bogor. 

 
LAMPIRAN 

 
 

Gambar 3. Model Analisis Pasar Tenaga kerja di Kabupaten Bogor 
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Tabel 1. Hasil Pendugaan Parameter Model Pasar Tenaga kerja di Kabupaten Bogor 

 

 

 

 

 

 

At = Jumlah penduduk yang bekerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan 

(Orang). 
ATDt = Jumlah penduduk tidak terdidik (SD – SLTP) yang bekerja dan tidak bekerja tetapi sedang 

mencari pekerjaan (Orang). 
ATt  = Jumlah penduduk terdidik (SLTA – Perguruan Tinggi) yang bekerja dan tdk bekerja tetapi 

mencari pekerjaan (Orang). 
INVFt  = Investasi sektor pertanian (Juta Rupiah).  

INVIt  = Investasi sektor industri (Juta Rupiah)  

INVSt  = Investasi sektor jasa (Juta Rupiah). 

JPNPt  = Jumlah penduduk usia tdk produktif di Kabupaten Bogor (Orang).  

JPPt  = Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bogor (Orang). 

KFt   = Jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau 

membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yang lalu di sektor pertanian (Orang). 

KFTDt = Jumlah penduduk tidak terdidik yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh 
nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama 
seminggu yang lalu di sektor pertanian (Orang). 

KFTt  = Jumlah penduduk terdidik yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah 
atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yang lalu di sektor pertanian (Orang). 

KHMt  = Kebutuhan Hidup Minimum (Rupiah/Orang). 
KIt   = Jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau 

membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yang lalu di sektor industri (Orang). 

KITDt  = Jumlah penduduk tidak terdidik yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh 

nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama 
seminggu yang lalu di sektor industri (Orang). 

KITt  = Jumlah penduduk terdidik yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah 

atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yang lalu di sektor industri (Orang). 

KSt  = Jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau 
membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yang lalu di sektor jasa (Orang). 

KSTDt = Jumlah penduduk tidak terdidik yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh 

nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama 
seminggu yang lalu di sektor jasa (Orang). 
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KSTt  = Jumlah penduduk terdidik yg melakukan pekerjaan dgn tujuan memperoleh nafkah atau 
membantu memperoleh nafkah paling sedikit 1 jam terus menerus selama seminggu yg lalu 
di sektor jasa (Orang). 

Kt = Jumlah penduduk yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau 

membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yang lalu (Orang). 

KTDt = Jumlah penduduk tdk terdidik yg melakukan pekerjaan dgn tujuan memperoleh nafkah 
atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit 1 jam terus menerus selama seminggu yg 
lalu (Orang). 

KTt  = Jumlah penduduk terdidik yg melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah 

atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu 
yg lalu (Orang). 

MBLt  = Migrasi dari Kabupaten Bogor ke luar Kabupaten Bogor (%).  

MLBt = Migrasi dari luar Kabupaten Bogor ke Kabupaten Bogor (%).  

Mt = Tingkat migrasi baik dari maupun ke Kabupaten Bogor (%).  

PDRBFt = Pendapatan regional sektor pertanian (Juta Rupiah) 

PDRBIt = Pendapatan regional sektor industri (Juta Rupiah)  

PDRBSt= Pendapatan regional sektor jasa (Juta Rupiah) 
PENDt  = Pendapatan per kapita (Rupiah/Bulan) 
PRFt  = Produktivitas pekerja dari sektor pertanian (Juta Rupiah). 
PRIt  = Produktivitas pekerja dari sektor industri (Juta Rupiah). 
PRSt  = Produktivitas pekerja dari sektor jasa (Juta Rupiah). 
PRt  = Produktivitas pekerja dari seluruh sektor (Juta Rupiah). 
UMRFt  = Upah minimum regional sektor pertanian (Rupiah/Bulan). 
UMRIt = Upah minimum regional sektor industri (Rupiah/Bulan). 
UMRSt = Upah minimum regional sektor jasa (Rupiah/Bulan). 
Ut  = Pengangguran perkotaan, yaitu jumlah penduduk tidak terdidik di perkotaan yang tidak 

bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan, bersedia bekerja/menerima pekerjaan dan sedang 
mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu (Orang). 

UTDt  = Pengangguran tidak terdidik (SLTA – Perguruan Tinggi) perkotaan, yaitu jumlah penduduk 

tidak terdidik di perkotaan yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan, bersedia 
bekerja/menerima pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu 
(Orang). 

UTt   = Pengangguran terdidik (SLTA – Perguruan Tinggi) perkotaan, yaitu jumlah penduduk 

terdidik di perkotaan yg tidak bekerja dan tdk mempunyai pekerjaan, bersedia 
bekerja/menerima pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan selama seminggu yg lalu 
(Orang). 

WFt  = Upah riil rata-rata sektor pertanian (Rupiah/Bulan).  

Wit = Upah riil rata-rata sektor industri (Rupiah/Bulan).  

WSt = Upah riil rata-rata sektor jasa (Rupiah/Bulan). 
Wt  = Upah riil rata-rata dari semua sektor (Rupiah/Bulan). 
DOt  = Dummy untuk otonomi, dimana pada periode otonomi daerah= dan pra-otonomi daerah=0. 
μti  = Peubah pengganggu (t = Periode ke-t, dan i = Persamaan ke-i). 
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